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BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 9% TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

a bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, periu
membentuk komisi ingasi;

b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi lembaga

koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah
daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air daerah
irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi, maka
dipandang perlu membentuk Komisi Irigasi Kabupaten
Bolaang Mongondow;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan ucbagmmnnn

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan;

1. Undang-Uindang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkar Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang

Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 65, Tambahan Lambaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Dava Air (Lembaran Negara Republik ladonesia Tahun
2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

0




5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tuhun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Necgara Recpublik Indonesia Nomor 5587)
sebagnimana telnh diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tehun 2015 tentang
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesin  Tuhun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negarn Republik  Indonesia Tahun
2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4624);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ientung
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Dacrah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang
Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);

10. Peraturan  Mentern  Pekerjuan Umum Nomor
01/PRT/M/2007 1entang Pedoman Operasi dan
Pemelihuruon Juringon Irigasi;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
79/Permentan/OT.140/12/2012  tentang Pedoman
Pemhinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani
Pemaokaoi Air;

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Tahiun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor
17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negarn
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

14, Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri
Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor
06/SKS/M/1999, Nomor O08/SKB/IV/1999, Nomor
S80/KPTS/KP/50/V/1999 tentang Pemberdayaan
Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
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15.Keputusan  Menicnn  Prkerjaan Umum  Nomor
390/KPTS/M /2007 tentang Penctapan Status Daerah
Irigasi yang Pengelolaanya Menjadi Wewenang dan
Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Holaang
Mongondow;

Mcmbentuk  Komisi Irigasi Kabupaten Dolasang
Mongondow dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tersebul dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU yaitu membantu Bupati Dolaang

Mongondow, meliputi :

a. merumuskan rencana kebijakan untuk
mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan
fungsi irigasi;

b. merumuskan  rencana tahunan  penyediaan,
pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi
pertanian dan keperluan lain;

c. merckomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan
irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;

d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi
lahan beririgasi;

e. merumuskan rencana tata  tanam  yang telah
disiapkan olch dinas instansi terkait dengan
memperiunbangkan data debil air vang ersedis pada
sctiap daerah irigasi, pemberian alr serentak atau
golongan, kesesuaian jenis tanam, serta rencana

. merumuskan rencana pemeliharasn dan rehabilitas
jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan
l."ll'l'll'll Pﬂl‘l‘lﬂ"“"li'lﬂlﬂﬂ I'Ill'l“l ﬂ\hﬂ"!'”'llﬂﬂ‘:j,

g memberikan  masukun  dalam  rangka  evaluasi
pegelolaan asct irigasi;

h. memberikan pertimbangan dan masukan atas
pemberian izin alokasi air untuk kcgiatan perluasan
dacrah layanan jaringan irigasi dan peningkatan
jaringan irigasi;

i. memberikan masukan atas penetapan hak guna
pukai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk
irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun
perscorangan;
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j. membahas dan memberi  pertimbangan  dalam

mengalas: permasalahan daerah ngas:  akibat
kekeringun, kebanjiran dun skibul bencana alam lain;

k. memberikan masukan dan  pertimbangan  dalam
proscs penctapan peraturan dacrah tentang irigasi;

I, memberikan masukan dan pertimbangan dalam
upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem
irigasi; dan

m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati mengenai
program dan progres, masukan yang diperoleh serta
melaporkan kegiatan yang dilakukan sclama | (satu)
lahumn;

Dalam melaksanakan tugasnya scbagaimana dimalesud

pada Diktum KEDUA Keputuean ini, Komisi LIrigasi

bertanggung jownb kepada Bupali Boloong Mongondow.

Segala biaya vyang dikeluarkan scbagni akibat

ditetapkannya Keputusan i dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupalen Bolaang

Mongondow.

Apabila dikemudian hari dalam pclaksanaan Keputusan

ini terdupat kekeliruom, maka akan dilakukan perlaikan

sebagaimana mestinya.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tangpal

ditetapkan.

Dilelapkan di Lulak
pada tanggal 22-Januar; - 2019

BUPA WG MONGONDOW, [

/




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR - 90 TAHUN 2019

TANGGAL - 12 Jagpaey 2019

TENTANG . PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

SUSUNAN KOMISI IRIGASI
EKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ketua Harian . Kepala Dinas Pekegaan Umum dan Penataan
Kuang Kabupaten Uolaang Mongondow

Sekretaris : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bolaang Mongondow
I[I. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas
Pertanian Kabupaten Bolanng Mongondow

Anggota 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dolaang

Mongondow

2. Kepala Balai Taman Nasional Bopani Nani
Wartabone

3. Kepala UPTD Wilayah [l Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Sulawesi Utara

4 Kepala Baglan Administrasi Pembangunan
dan  Perekonomian Sekretanat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongnndow

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow

6. Kepala Bidang Penyuluhan Perfanian Dinas
Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow

7. Ketun Induk Perkumpulan Petani Pemakai
Air (IP3A) Daerah Irigasi Toraut

8. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakal
Air (IP3A) Dacrah Ingasi Kosinggolan

9. Ketua Kelompok Tani Andalan (KI'NA)
Kabupaten Holaang Mongondow
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